
 

 
 

 

 

 

 

BUPATI SIDOARJO  

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN BUPATI SIDOARJO  

NOMOR 33 TAHUN 2024 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2016 

TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN 

PERANGKAT DESA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI SIDOARJO, 

 

Menimbang  : a.  bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada 

masyarakat khususnya masyarakat Desa di Kabupaten 

Sidoarjo, perlu dilakukan penyesuaian kewajiban perangkat 

desa; 

     b.  bahwa untuk melakukan kewajiban perangkat desa 

sebagaimana dimaksud huruf a, perlu merumuskan norma 

kebijakan terkait peningkatan disiplin perangkat desa dalam 

pemberian pelayanan kepada masyarakat; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sidoarjo 

Nomor 55 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengangkatan dan 

Pemberhentian Perangkat Desa; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah 

Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur 

dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan 



Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan 

Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia             

Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia                

Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6801); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                     

Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6914); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 

tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                   

Nomor 6856); 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia           

Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara 

Republik  Indonesia Nomor 5601); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang  

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6                  

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah               

Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang  

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6                   



Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor  6321); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri    

Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 

tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 

tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2014 

tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 

(Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 Nomor 13 

Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo 

Nomor 54); 

10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 55 Tahun 2016 tentang 

Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 

(Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 55), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo 

Nomor 69 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan 

Bupati Sidoarjo Nomor 55 Tahun 2016 tentang Pedoman 

Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita 

Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 69) 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 55 TAHUN 2016 

TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN 

PERANGKAT DESA 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 55 

Tahun 2016 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian 

Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 

Nomor 55), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 

Sidoarjo Nomor 69 Tahun 2021 tentang Perubahan atas 

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 55 Tahun 2016 tentang 

Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 

(Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 69), 

diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 



 

1. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi 

sebagai berikut : 

 

Pasal 17 

(1) Sebelum memangku jabatan, Calon Perangkat Desa 

dilantik oleh Kepala Desa atau Pejabat lain yang ditunjuk 

setelah mengucapkan sumpah/janji.  

(2) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji sebagaimana 

dimaksud ayat (1) wajib dihadiri oleh Calon Perangkat 

Desa yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa. 

(3) Calon Perangkat desa tidak menghadiri pelaksanaan 

pengambilan sumpah janji dan pelantikan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), dengan alasan yang bisa 

diterima akan dilakukan penjadwalan ulang.  

(4) Alasan yang bisa diterima sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) adalah : 

a. sakit; atau 

b. melaksanakan ibadah umroh/ Haji. 

(5) Dalam hal Calon Perangkat Desa tidak hadir dengan 

alasan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 

dikenakan sanksi administratif pemberhentian berupa 

pembatalan pengangkatan sebagai Perangkat Desa.  

(6) Pelaksanaan pelantikan Calon Perangkat Desa 

dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan 

Sumpah/Janji dan ditandatangani oleh pejabat yang 

melantik, pejabat yang dilantik, dan rohaniawan. 

(7) Pelaksanaan Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan 

Perangkat Desa dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari 

setelah ditetapkan Keputusan Pengangkatan Perangkat 

Desa oleh Kepala Desa.  

(8) Tempat pelantikan Perangkat Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Balai Desa. 

 

2. Diantara Ketentuan BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) 

BAB yakni BAB VA dan diantara Pasal 19 dan Pasal 20 

disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 19A, yang berbunyi 

sebagai berikut: 

 

BAB VA 

KEWAJIBAN 

 

Pasal 19A 

Perangkat Desa berkewajiban:  

a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, 

melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan 

memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; 

b. membantu Kepala Desa dalam meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat Desa; 

c. membantu Kepala desa dalam memelihara ketenteraman 

dan ketertiban masyarakat Desa; 



d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-

undangan;  

e. melaksanakan prinsip tata kelola Pemerintahan Desa yang 

akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, 

bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme; 

f. membantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan 

administrasi Pemerintahan Desa; 

g. membantu Kepala Desa dalam melaksanakan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa; 

h. membantu Kepala Desa dalam menyelesaikan perselisihan 

masyarakat di Desa; 

i. membantu Kepala Desa dalam mengembangkan 

perekonomian masyarakat Desa; 

j. membantu Kepala Desa dalam melestarikan nilai sosial 

budaya masyarakat Desa; 

k. membantu Kepala Desa dalam memberdayakan 

masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa; 

l. membantu Kepala Desa dalam mengembangkan potensi 

sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; 

m. berkewajiban masuk kerja yang dibuktikan dengan daftar 

hadir berupa buku presensi atau alat presensi secara 

elektronik; 

n. menaati ketentuan masuk kerja 5 (lima) hari kerja dalam 

seminggu; dan 

o. menaati jam kerja serta dan menggunakan pakai dinas 

beserta atributnya. 

 

3. Ketentuan Pasal 25 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 25 

berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 25 

(1) Perangkat Desa yang melanggar kewajiban dan/ atau 

larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19A 

dan/atau Pasal 20, dikenai sanksi administratif berupa 

teguran lisan dan/atau teguran tertulis dari Kepala Desa.  

(2) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 

paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu antara 

teguran satu dengan teguran lainnya 30 (tiga puluh) hari 

dan paling lama 60 (enam puluh) hari. 

(3) Apabila setelah teguran ke 3 (tiga) sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), Perangkat Desa yang 

bersangkutan tidak menunjukkan sikap perbaikan, 

Kepala Desa memberhentikan sementara Perangkat Desa 

yang bersangkutan paling lambat 30 (tiga puluh) hari 

sejak teguran ke 3 (tiga) diberikan dan dapat dilanjutkan 

dengan pemberhentian tetap. 

(4) Dalam hal Perangkat Desa melakukan tindak pidana dan 

perkaranya telah di proses oleh aparat penegak hukum, 

maka Kepala Desa dalam memberikan sanksi 

pemberhentian sementara tidak memerlukan teguran 

tertulis. 



(5) Dalam hal Perangkat Desa yang diberhentikan sementara 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diputus bebas atau 

tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah 

berkekuatan hukum tetap maka dikembalikan kepada 

jabatan semula. 

 

4. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi 

sebagai berikut : 

 

Pasal 27 

(1) Kepala Desa dapat melakukan mutasi jabatan perangkat 

desa dalam rangka kelancaran operasional pemerintah 

desa. 

(2) Mutasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat dilakukan antar unsur sekretariat, pelaksana 

kewilayahan dan  pelaksana teknis.  

(3) Mutasi jabatan unsur kewilayahan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan aspek 

domisili perangkat desa.  

(4) Mutasi jabatan perangkat desa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) wajib dikonsultasikan secara tertulis 

kepada Camat.  

(5) Camat memberikan rekomendasi tertulis dalam mutasi 

jabatan perangkat desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja 

sejak surat dari Kepala Desa diterima.  

(6) Dalam hal Kepala Desa melakukan  mutasi Perangkat 

Desa pada jabatan Kepala Seksi  kesejahteraan,  maka 

Perangkat Desa yang akan menduduki jabatan Kepala 

Seksi  Kesejahteraan  wajib memiliki sertifikat/ piagam 

pelatihan pelayanan keagamaan yang dikeluarkan oleh 

Kementerian Agama. 

(7) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud 

pada ayat (5), menjadi dasar Kepala Desa menetapkan 

Keputusan Kepala Desa tentang Mutasi Jabatan 

Perangkat Desa. 

(8) Pengambilan sumpah/ janji dan pelantikan Perangkat 

Desa hasil mutasi dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) 

hari setelah ditetapkan Keputusan Kepala Desa tentang  

Mutasi Jabatan Perangkat Desa. 

(9) Pengambilan sumpah/ janji dan pelantikan Perangkat 

Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) wajib dihadiri 

Perangkat Desa hasil mutasi. 

(10) Perangkat desa tidak menghadiri pelaksanaan 

pengambilan sumpah janji dan pelantikan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (9), dengan alasan yang bisa 

diterima akan dilakukan penjadwalan ulang. 

(11) Alasan yang bisa diterima sebagaimana dimaksud pada 

ayat (10) adalah : 

a. sakit; 

b. melaksanakan ibadah umroh/ Haji; atau 

c. cuti. 



(12) Dalam hal Perangkat Desa tidak hadir dengan alasan 

selain sebagaimana dimaksud pada ayat (11), dikenakan 

sanksi administratif pemberhentian dengan terlebih 

dahulu diberikan Surat Teguran paling banyak 3 (tiga) 

kali dengan jarak surat teguran paling lama 7 (tujuh) hari 

dan dilakukan penjadwalan ulang diantara jarak surat 

teguran. 

(13) Pelaksanaan pelantikan Perangkat Desa dituangkan 

dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan 

ditandatangani oleh pejabat yang melantik, pejabat yang 

dilantik, dan rohaniawan. 

(14) Serah terima jabatan dari pejabat lama kepada pejabat 

baru dilaksanakan pada saat setelah pelantikan dengan 

Berita Acara serah terima jabatan. 

 

Pasal II 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo. 
 

 
 

Ditetapkan di Sidoarjo 

pada tanggal  16  Juli  2024 

        

      WAKIL BUPATI SIDOARJO,  

               

            ttd 

 
 

                   SUBANDI
 
 
 

Diundangkan di Sidoarjo 

pada tanggal  16  Juli  2024 

 

 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN SIDOARJO, 

 

  ttd 

     ttd 

FENNY APRIDAWATI 

 

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2024 NOMOR 33 

 
 

 
 

 
NOREG PERBUP : 33 TAHUN 2024 


